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Indonesia adalah Negara berkembang dengan perkembangan ekonomi yang mulai
pesat yang dapat di perlihatkan kepada seluruh dunia dari segi usaha walaupun
usaha kecil atau biasa disebut sebagai UMKM tetapi peran UMKM dalam
membantu perekonomian Negara tidak bisa dianggap remeh karena selain
membantu perekonomian Negara, UMKM juga sangat membantu mengurangi
angka pengangguran,dan menambah inovasi buat masyarakat yang ingin mulai
menjalankan usaha kecil kecilan. Setiap warga Negara Indonesia yang telah
memenuhi syarat sebagai wajib pajak berkewajiban menghitung, membayar, dan
melaporkan kewajiban perpajakannya sebagai salah satu wujud kontribusi warga
Negara kepada negaranya untuk membantu perkembangan dan kemajuan Negara.
Oleh karena itu pajak sangat penting untung mendorong kemajuan Negara dan
membantu pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas Negara.

Penelitian dan penulisan ini dibuat guna untuk memahami tata cara perhitungan,
penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final 4 ayat (2) pada UMKM.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati UMKM toko kue X yang menjadi
salah satu klien ditempat praktik kerja lapangan yaitu klien dari konsultan pajak
milss dan rekan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati data yang ada
ditempat praktik kerja lapangan dan wawancara kepada karyawan konsultan pajak
milss dan rekan untuk menanyakan bagaimana cara yang dilakukan untuk
menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan final 4 ayat (2)
UMKM. Peraturan serta acuan yang digunakan dalam pajak penghasilan final 4
ayat (2) UMKM adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan Peraturan
Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang batas penghasilan yang dapat disebut
sebagai UMKM, perhitungan bagi UMKM yang mendaftarkan sebagai badan usaha
atau orang pribadi, dan perubahan tariff dari 1% menjadi 0,5%.
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